PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULALIAN BANGEA BELITUNG

JI. Pulau Bangka Keluraban Air Tam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang

Telp / Fax. (0717) 436975 e-mail dih@kabelprov.go.id website dih.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEFALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomer : 188.44/ %5 /DLH/2018

TENTANG
FPEMBENTUKAN TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAR BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

FADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Mermmbang

Mengingat

il

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Dinas Lingkungan Hidup Frovinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019, maka dipandang periu membentukTim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas darl Korupsi dan
Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayan;

. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

dipandang mampu dan memenuhl syarat uniuk ditetapkan sebagai Tim Kerja
Fembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsl
kepulauan Bangka Belitung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dan Korupsl, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1393 Nomaor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang MNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Fidana Korupsi,

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Frovinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomaor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033,



4.

10.

1%,

12:

13.

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4888);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 temtang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaharn
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 8 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ssbagaimana telah
diubah heberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomaor 58, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor
5879,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43907,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyslenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar 55 Tahun 2012 tentang

Strateg! Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012 — 2025;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberahtasan Kerupsi,

Peraturan Menteri Pendayagunaan A;paratur MNegara dan Reformasl
Birokrasi Momor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Karupsi dan Wilayah Birokrasi Barsih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonasia Tahun 2014 Nomor 1813);

Peraturan Dasrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 Nomor 1 Seri D};



Menetapkan

KESATU

KEDLA,

KETIGA

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun

18

18.

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 — 2022 (Lembar Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Sen E)

Peraturan Daerah Provins: Kepulauan Bangka Belitung Momor 10 Tahun
2018 tanggal 28 Dezember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Momor 58 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan QOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nemor 04 Seri D),

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEFALA DINAS LINGKUNGAN HIDUFP PROVINSI
KEPULAUAN BANGHKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPS] DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN! PADA

DINAS  LINGKUNGAN HIDUP  PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

Menetapkan Tim Kerja Pembangungan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dar Korupsi dan Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani Pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan
susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusanini.

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas
dan Korupsi (WEBK) dan Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani (WEBM)
adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan
Pembangunan Zcna Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Birokrasi Bersih dan Melayani,

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas dimaksud:

3. Melapeorkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju \Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi

1. Manajemen Perubahan
a. Meningkatrya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota

Satuan Kera dalam membangun Zona Integrtas  menuju
WEBKMWEBM,



b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan
sebagail Zona Integritas menuju WEKAWEBEM,

c. Menurunnya resiko kegagslan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Penaiaan Tatalaksana

a. Meningkatnya penggunaan teknologl informasi dalam  proses
penyelenggaraan  manajemen  pemernintahan  di Zl menuju
WEKMEBEBM;

. Meningkatnya efisiensi dan efekiifitas  proses mangjemen
pemerintahan di Z1 menuju WBKMWEBM:;

¢. Meningkatnya kinerja di ZI menuju WBKANVBBM.

Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Meningkatnya ketaatan lerhadap pengelolaan SDM aparatur pada
masing-masing 2l menuju WEBKMNEBM;

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolzaan SDM
aparatur pada masing-masing Z1 menuju WBK/WEBBM,;

¢ Meningkatnya disiplin SOM aparatur pada masing-masing Z1 menuju
WEEMBEM,

d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada 21 menuju
WEKABEM

. Meningkatnya profesionalisme S0OM aparatur pada 21 menuju
WEBKMEBEM.

Penguatan Akuntahilitas

a. Meningkatnya kinerja aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. Meningkatnya akuntabititas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Penguatan Pengawasan

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

b, Meningkatknya efekiifitas pengelolaan keuangan negara;

¢. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecuzlian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas opini laporan keuangan;
Menurunnya tingkat penyalabgunaan  wewenang pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

=

Feningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a, Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

k. Meningkatnya jumlah unit palayanan vang memperoleh standardisasi
pelayvanan internasional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangks Belitung:

¢ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
renyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusah ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
padatanggal & Mel 2018

KEPALA DINAS.LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

| N ] S

YT .
EKO KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yih. |

Belitung;

el o i

Inspekiur Provinsi Kepulauan Bangka Beliung,
kepala Biro Organisasi:

kepalz Badan Persncangan Pambangunan dan Penelitian Fengembangan Dagrah Provins Kepulauan Bangks

Kepals BEadan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Bzlitung;
. ang bersangkutan.



LaRPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS INGELINGAN HIDUD
FR2VING| KEPULALEAN BANGES BELTTUMNG
NOMOR ¢ 168 44/635 oLk /2019
TANGEAL : {x MEI 2019

MAMA-NAKA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
PMENLIU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penanggurg jawab :  Kepala Dinas Urghkungan Hidup
Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua : Sekretaris Dinas
Wakil Ketua | : Kepaka Bidang Tata Lingkungan
Wakil Ketua ll ¢ kepala Bidang Pengandalian dan Penastan LH
Sekretars | t Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Seleretarts || ¢ Kepala Bidang Pemeliharzan LH, Pengelolaan Sampah

dan Peningkatan Kapasitas LH

Bidang Manajernen Perubahan v Koardinator ¢ Kasi Perencanaan LH
Angeota
1, Kasi Pengendalian Mutu / RUSDIANTO
2. Kasi Peningkatan Kapasitas LH / FAMI INDRAWAD|
3. Analis Lingkungan Hidup / HARFIYARTO
4, Analls Ungkunzan Hidup f TUTUN ERMAWATI
5. Pengendali Dampak Lingkungan [/ MELINDA
6. Analls Laboratarium / FERANITA
Bidang Fenataan Tata Laksana C Koorgingtor @ Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Anggota

1. Anmalis Perencanzan, Evealuasi dan Pelaporan / BAAINI
. Pengelola Dekumen Mengenai AMDALS MARTINA

. Analis Lingkungan Hidup / FIRA ERYANI

. Pengendali Dampak Lingkungan /M. IRMAAN EFFENDI
. Analls Labaratorlum / MINGSIH TASSR)

. Pengelola Linglungan £ AGUS ISKANDARSYAH

[ T = N T (N

Bidang Penataan Sistem Manajemen

sumber Daya Manusia : Koordinator  ;  Kepals Sub. Bagian Umum
Angpata
1. Arnalis Tata Usaha / VIV HOVIYANT
3. Pengelola Lingkungan Hidup / SF EARYATI
4. Pranata Komputer / ROB| AL AKBAR
5. Pengelola Data / MAHENDRA
6. Pengelola Lingkungan / ERHAM



Bidang Penguatan Akuntahititas

Bidang Penguatan Pengawasan

Bidang Peningkatan Kualitas
Pelzyanan Publik

Koorcinator ¢ Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
dan Pengelalazn Sampah

Anggata '

Kasubbag. Perencanaan / ARRY IMAR SULISTYO

Kasi Pengujian / MUHAMMAD ZIKRI

Ferelagh Dampak Lingkungan § DANNY REINHARD

Pengelola Program dan Kegiatan / MARULINA

Fengslala Lingkungan Hidup / ERPAMNDI

Fengendali Dampak Lingkurgan / SR HELDAWATI

o oln e M

Koordinator @ Kasi Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakzn Lingkungan
Anpgola
1 Kasl Penegakan Hukum Lingkunzan, Limbah B3,
Pengaduan dan Penyelasaian Sengketa LH / BUDIMAN
. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup / SYURYQ EDI
. Pergendall Dampak Lingkungan / LALA LAZUARDINA
. Analis Lingkungan Hidup / ELZA RIZEIAWALIA
fnalis Laboratorium / LORI PRAHARA
Analis Laboratarium / ERA HENINGSIH
. Pengadministrasi Kewvangan / RINENOVELLA

~ on L o a2

Koordinatar ¢ Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
LPTD Lab. Lingk / KARLINA
Angaota
1. Penyusun Kebatuhan Barang Inventaris / MORIS
2 Analis Labarakorium / SEPRIANA SARAGIH
1, Pengelala Laboratorium [/ DIDI DARMALI
4. Pengendali Dampak Lingkungan /| CVIREA ANANDA
5. Analis Monitoring, bvaluasi dan Pelaporan S YUNIZAR
&. Analis Lingkungan Hidup / FENTI HALIDA
7. Pengadministrasi bmum [ ROSANTI

7 KERNUA GINAS LINGKUNGAN HIDUP
* “PROVINSHKEPLLAUAN BANGKA BELITUNG,

i & | LINGW s :

B T S -

" EKO KURNIAWAN
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